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ABSTRAK 
Nama                   : Nurul Armia Gultom 
Nim                   : 16 402 00257 
Judul Skripsi       : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan 

Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 
1986-2018 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, 
yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 
menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai 
perwujudan asa desentralisasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu terdapat beberapa tahun di Sumatera Utara pendapatan asli daerah 
mengalami peningkatan dari tahun 2008-2017. Terjadi penurunan 
pendapatan asli daerah pada tahun 2001 namun produk domestik regional 
bruto dan pengeluaran pemerintah terjadi peningkatan. Penyebab 
menurunnya pendapatan asli daerah ialah target penerimaan pajak dan 
retribusi daerah bukan menjadi kinerja utama organisasi perangkat desa, 
kurangnya kepatuhan masyarakat membayar pajak dab retribusi daerah 
secara jujur, dan pengelolaan yang salah. Tujuan dari penelitian ini ialah 
untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto dan 
pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 
Sumatera Utara tahun 1986-2018.   

Teori Chakim dalam jurnal penelitian Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta mengatakan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap 

pendapatan asli daerah, begitu juga menurut Arief Eka Atmaja jurnal penelitian 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan bahwa pengeluaran 

pemerintah juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 

 Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder jenis time series. Data penelitian ini 
mulai tahun 1986-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dengan 
menggunakan alat  eviews 9.  

Adapun hasil estimasi penelitian ini menunjukkan nilai (R
2
) sebesar 

0,879699. Angka tersebut menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto 

dan pengeluaran pemerintah mampu menunjukkan pendapatan asli daerah sebesar 

87,96  persen dan sisanya 12,04  persen  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. Hasil penelitian secara parsial variabel Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli 

daerah dan variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan 

asli daerah namun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli 

daerah.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan 

tulisan bahasa Arab ke bahasa latin. 

Penulisan transliterasi „Arab-Latin disini menggunakan transliterasi dari 

keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta‟ T Te ت

 sa‟ Ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḣ ha (dengan titik di atas) ح

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet س

 Sin S Es ص

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad Ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ Koma terbalik (di atas)„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wau W We و
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 Ha H Ha ھ

 Hamzah „ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 

tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--- ◌  َ --- Fathah a A 

---- ◌  َ -- Kasrah i i 

-- ◌  َ --- Dammah u u 

Contoh: 

    yadzhabu  يذھت  kataba  كتت

 kuridza  كز ذ  su'ila  سئم

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ  ◌ -- ى --- Fathah dan ya ai a dan i 

َ  ◌ --و --- Fathah dan wawu au a dan u 
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Contoh: 

 haula  ھىل  kaifa  كيف

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

a. Fathah + huruf alif, ditulis = a dengan garis di atas, seperti: 

 rijālun  رجّبل

b. Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a dengan garis di atas, seperti: 

 mūsā  يىسي

c. Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i dengan garis di atas, seperti: 

 mujībun  يجيت

d. Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u dengan garis di atas, seperti: 

 qulūbuhum  قلوبهم

4. Ta’ Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua: 

a. Ta’ Marbutah hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’ Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h” 

Contoh: طهحة  Talhah 

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta‟ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 

ta’marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: روضة انجُة  Raudah al-jannah 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda 

syaddah itu. 

Contoh: ّرثُبs  rabbana  َعى  na’ima 

6. Penulisan Huruf Alif Lam 

a. Jika bertemu dengan huruf qamariyah, maupun qomariyah ditulis dengan 

metode yang sama yaitu tetapi ditulis al-, seperti: 

 al-karīm al-kabīr  انكزيى انكجيز

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti : 

انحكيىانعشيش    al-Azīz al-hakīm 

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti : 

 Yuhib al-Muhsinīn  يحت انًحسُيٍ 

7. Hamzah 

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di 

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena 

dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 umirtu  أيزت   syai’un  شئ
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8. Penulisan Kata atau Kalimat 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 

terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang 

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata 

sekata. 

Contoh: 

اهزاش قيٍ     الله نهى خيز  ٌا و   Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.  

Contoh: 

اّ لارسىل ًحًدويب    wamā Muhammadun illā Rasūl 

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata 

tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. 

Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata 

tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin. 

 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. 

Cetakan Kelima, 2003, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan 

Lektur Pendidikan Agama. 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR ISI 

Halaman 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING 

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING 

SURAT PERNYATAAN PENYUSUNAN SKRIPSI SENDIRI 

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

BERITA ACARA MUNAQASYAH 

PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

ABSTRAK ................................................................................... ...........................i 

KATA PENGANTAR ...................................................................... .....................ii 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .................................................... vi 

DAFTAR ISI ............................................................................. ............................vi 

DAFTAR TABEL ....................................................................... .........................ix 

DAFTAR GAMBAR ...................................................................... ........................x 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................... .........................xi 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... ...........................1 

B. Identifikasi Masalah............................................................. ...........................7 

C. Batasan Masalah ..................................................................... ........................7 

D. Definisi Operasional Variabel .............................................. ..........................8 

E. Rumusan Masalah ..................................................................... ......................9 

F. Tujuan Penelitian ..................................................................... .......................9 

G. Manfaat Penelitian .............................................................. .........................10 

H. Sistematika pembahasan ........................................................... ...................10 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Kerangka Teori .................................................................. ..........................13 

1. Pendapatan Asli Daerah ......................................................... ................13 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah ...................... ..........................13 

b. Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW ................16 

c. Pajak Daerah ............................................................... .....................18 

d. Jenis dan Objek Pajak Daerah ................................. ........................19 

e. Retribusi Daerah .............................................................. ................21 

2. Produk Domestik Regional Bruto................................ ..........................24 

a. Pengertian Produk domestik regional bruto ............ ........................24 

b. Metode Produk domestik regional bruto  .... ....................................25 

c. Sumber-sumber produk domestik regional bruto ........... .................28 

d. Manfaat produk domestik regional bruto ........................ ................29 

3. Pengeluaran Pemerintah  .................................................. .....................31 

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah ............................ ....................31 

b. Teori Pengeluaran pemerintah ............................... ..........................32 

c. Pembagian pengeluaran pemerintah ............................... .................34 

d. Pengeluaran pemerintah dalam islam .............................. ................35 

4. Pengaruh Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli  



 
 

xii 
 

Daerah ............................................................................... .....................36 

5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli  

Daerah ............................................................................... .....................37 

B. Penelitian Terdahulu ................................................................... .................38 

C. Kerangka Pikir ................................................................... ..........................41 

D.  Hipotesis  ............................................................................. ........................42 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian .............................................. ..........................44 

B. Jenis Penelitian ..................................................................... ........................44 

C. Populasi dan Sampel .............................................................. .......................44 

D. Instrument Pengumpulan Data .............................................. .......................46 

1. Studi Dokumentasi ..................................................................... ..............46 

2. Studi Kepustakaan  ............................................................ ...................... 48 

E. Teknik Analisis Data ............................................................ ........................48 

1. Statistik Deskriptif .................................................................... ..............48 

2. Uji Normalitas  ................................................................. ...................... 48 

3. Uji Linearitas ............................................................................. ............ .49 

4. Uji Asumsi Klasik ..................................................................... ............  49 

a. Uji Multikolinearitas ................................................... ......................49 

b. Uji Autokorelasi .................................................................. ............. 49 

c. Uji Heteroskedastisitas ................................................. .....................50 

5. Analisis Regresi Berganda .......................................... ............................50 

6. Pengujian Hipotesis ................................................................... ..............51 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) .................................... .....................51 

b. Uji Koefisien Secara Regresi Secara Parsial (t) ......... .......................51 

c. Uji Koefisien Secara Simultan (F
 
) ............................. ......................52 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..................................... ........................53 

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara ........................ ........................53 

2. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara ................... .........................54 

B. Gambaran Umum Data Penelitian ....................................... .........................56 

1. Pendapatan Asli Daerah .......................................................... .................56 

2. Produk domestik regional bruto ........................................ .......................57 

3. Pengeluaran pemerintah ..................................................... ......................59 

C. Hasil Analisis Data ................................................................. ......................61 

1. Statistik Deskriptif .......................................................... .........................61 

2. Uji Normalitas ................................................................... .......................62 

3. Uji Linieritas ................................................................... .........................63 

4. Uji Asumsi Klasik ...................................................................... ..............64 

a. Uji Multikolinearitas ..................................................... ......................64 

b. Uji Heteroskedastisitas ..................................................... ...................65 

c. Uji Autokorelasi .............................................................. ....................66 

5. Hasil Estimasi Regresi Berganda................................................................. 

67 



 
 

xiii 
 

6. Uji Hipotesis ...............................................................................................  

69 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2)

 ....................................... ....................69 

b. Uji Koefisien Regresi Secara parsial (t) .......................... ....................70 

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (F)  ............... .........................71 

D. Pembahasan Hasil Penelitian ................................................... .....................73 

E. Keterbatasan Penelitian .................................................................. ..............76 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ............................................................................. ......................78 

B. Saran ......................................................................................... ....................79 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel I. 1 Pendapatan Asli Daerah 1986-2018 .................................. ............ ..2 

Tabel I. 2 Definisi Operasional Variabel .............................. ............................8 

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu ............................................... ........................38 

Tabel IV.4 Statistik Deskriptif .......................................................... ................61 

Tabel IV.6 Uji Linieritas .................................................................. .................64 

Tabel IV.7 Uji Multikolinearitas ............................................ ..........................65 

Tabel IV.8 Uji Heteroskedastisitas ............................................ .......................66 

Tabel IV.9 Uji Autokorelasi ................................................ .............................67 

Tabel IV.10 Hasil Regresi Berganda .............................................. ....................68 

Tabel IV.11 Uji R
2
 .............................................................................. ................70 

Tabel IV.12 Uji t ........................................................................... ......................71 

Tabel IV.13 Uji F .................................................................... ............................72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar II.2 Kerangka Pikir .................................................. ............................41 

Gambar IV.1 Gambar Pendapatan Asli Daerah Tahun 1986-2018 ...... ..............57 

Gambar IV.2    Gambar Produk domestik regional bruto Tahun 1986-2018

 .............59 

Gambar IV.3    Gambar Pengeluaran Pemerintah Tahun 1986-2018 ...... ..............60 

Gambar IV.5  Uji Normalitas ..................................................... .........................63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xvi 
 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-

2018 

Lampiran 2    Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 1986-2018 

Lampiran 3     Data Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 

1986-     2018 

Lampiran 4  Data mentah Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 

Lampiran 5  Data mentah Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 

Lampiran 6   Data mentah Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2017 dan 2018 

Lampiran 7  Data mentah Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah dan 

Produk Domestik Regional Bruto tahun 1986 dan 1987 

Lampiran 8     Hasil Statistik Deskriptif 

Lampiran 9     Hasil Uji Normalitas 

Lampiran 10   Hasil Uji Multikolinearitas 

Lampiran 11   Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Lampiran 12   Hasil Regresi Berganda 

 

                          

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perwujudan dari pembangunan daerah di Indonesia ditandai dengan 

diberlakukannya otonomi daerah yang dijalankan melalui prinsip desentralisasi 

yakni pemerintah daerah.Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak 

dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang 

keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan indikator penting guna 

mengukur tingkat otonomi daerah.Konsep Istihlaf atau tanggung jawab amanah 

dalam setiap individu atau kelompok merupakan faktor penting dalam 

pembangunan ekonomi.Hal ini mudah dipahami, karena mustahil bagi daerah-

daerah dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaan dengan efektif dan 

dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakatnya tanpa 

tersedianya keuangan daerah. Sumber-sumber keuangan daerah dapat 

dikelompokkan kedalam dua kelompok utama yakni: sumber Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dan sumber Pendapatan non-asli daerah (non PAD).  Widjaya 

menyatakan bahwa: 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar 

pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembenagunan dan 

memenuhi belanja daerah. Pendapatan asli daerah merupakan usaha 

daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana 

dari pemerintah tingkat atas (subsidi).
1
  

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah merupakan penerimaan pemerintah yang berasal dari daerah yang 

                                                        
1
 Maradona Sitompul dan Anggreini Atmey Lubis, “Analisi Sumber-SumberPendapatan 

Asli Daerah Sebagai Modal Pembangunan ,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA 

Volume 1, No.1 (2013): h. 10. 
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bertujuan untuk pembangunan daerah guna menciptakan kemandirian suatu 

daerah untuk membiayai daerahnya sendiri. 

Sumatera Utara adalah sebuah  provinsi yang terletak di pulau 

Sumatera, Indonesia dan beribukota di Medan. Sumatera Utara dibagi 25 

Kabupaten, 8 Kota, 325 Kecamatan dan 5.456 kelurahan/desa dengan luas 

wilayah 72. 981,23 km2 dan jumlah penduduk 14.102,911 jiwa berdasarkan 

data Badan Pusat Statistik tahun 2016. Sumatera Utara dikenal akan keindahan 

alamnya yang luas dan kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan 

hasil hutan dan kekayaan hasil laut.   

Untuk itu pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali 

sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli 

daerah.Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan daerah Provinsi Sumatera 

Utara  belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini terlihat data realisasi Penerimaan 

Provinsi Sumatera Utara Pada Tahun 1986-2018. 

Tabel  I.1 

Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara Tahun 1987-2018 

(Miliar Rupiah) 

Tahun (Miliar Rupiah) 

1986                   23.046.000 

1987 56.724.000 

1988 72.116.000 

1989 80.692.000 

1990 90.572.000 

1991 97.089.000 

1992 114.284.000 

1993 131.478.000 

1994 153.349.000 

1995 156.515.000 



3 
 

 

1996 187.738.000 

1997 255.078.000 

1998 396.469.000 

1999 437.075.000 

2000 255.100.000 

2001 423.100.000 

2002 614.400.000 

2003 908.300.000 

2004 1.143.100.000 

2005 1.018.000.000 

2006 1.368.200.000 

2007 1.503.000.000 

2008 2.181.300.000 

2009 2.016.070.000 

2010 2.226.500.000 

2011 3.181.890.000 

2012 4.052.100.000 

2013 4.809.370.000 

2014 3.449.002.150 

2015 4.089.547.297 

2016 4.541.639.863 

2017 4.925.627.725 

2018 5.732.425.486 

Sumber: www. BPS di Olah 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihatbahwa Pendapatan Asli Daerah 

di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari Tahun 1986-1999 dari Rp. 23 

Miliar hingga Rp. 437 Miliar. Kemudian pada Tahun 2000 mengalami 

penurunan yakni sebesar Rp. 255 Miliar Kemudian untuk Tahun selanjutnya 

PAD meningkat kembali dari Tahun 2001-2004 mencapai Rp. 1.143 triliun dan 

menurun pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.018 triliun dan pada tahun 2008 

sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Selanjutnya PAD meningkat secara 

terus menerus hingga tahun 2018 sebesar Rp. 5.732 triliun. 

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 

pendapatan asli daerah dimana kedua variable tersebut merupakan hubungan 
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yang fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan 

meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk 

membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong 

peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan 

akan meningkatkan produktivitasnya. 

Perkembangan perkembangan PDRB yang terjadi di Provinsi 

Sumatera Utara tahun 1986-2018, dilihat dari data BPS Sumut bahwa PDRB di 

Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat pesat. Dimana dari tahun 

1986 senilai Rp. 26 Miliar dan 2018 PDRB mencapai Rp. 741 Miliar. 

Selain PDRB faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah 

adalah pengeluaran pemerintah dimana pemerintah harus memulai terlebih 

dahulu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, oleh 

karena itu pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan  daerah 

secara merata. 

Pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk administrasi 

pembanguanan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan diberbagai jenis 

infrastruktur yang penting. Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan 

meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi. 

Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, maka aliran penerimaan pemerintah 

melalui PAD juga meningkat. 

Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Sumutmenunjukkan 

bahwa pengeluaran pemerintah mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat pada 

tahun 1998 pengeluaran pemerintah menurun menjadi Rp. 342 juta kemudian 
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meningkat kembali  tahun 1999 sebesar Rp. 449 juta dan menurun pada tahun 

2000. Kemudian meningkat kembali hingga tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 

7,6 miliar dan tahun 2013 menurun sebesar Rp. 7,2 miliar dan untuk tahun 

selanjutnya terus mengalami peningkatan mencapai Rp. 13,8 miliar pada tahun 

2018. 

 Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan dilihat dari Tahun 2009-2015 PDRB naik secara normal  Rp. 236 

juta meningkat menjadi sebesar Rp. 571 juta, namun nilai Pengeluaran 

Pemerintah mengalami fluktasi pada tahun 1998 nilai pengeluaran pemerintah 

menurun kemudian tahun selanjutnya meningkat hingga mencapai Rp. 7,6 

milyar pada tahun 2012 namun pada tahun 2013 mengalami penurunan 

kembali menjadi Rp. 7,2 miiyar dan tahun selanjutnya pengeluaran pemerintah 

terus-menerus meningkat. Kemudian PAD juga mengalami fluktasi dilihat dari 

tahun 1986 PAD senilai Rp. 23 dan terus meningkat hingga tahun 1999 sebesar 

Rp. 437 miliar dan tahun 2000 mengalami penurunan drastis sebesar Rp. 255 

miliar kemudian meningkat kembali hingga tahun 2004 sebesar Rp. 1.143 

triliun dan tahun 2005 menurun PAD sebesar Rp. 1.018 triliun dan tahun 

selanjutnya PAD mengalami peningkatan dan di tahun 2014 mengalami 

penurunan kemudian 2015-2018 PAD terus-menerus meningkat hingga PAD 

mencapai sebesar Rp. 5.732 triliun. 

Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat 

mempengaruhi kondisi keuangan daerah, apabila penerapan tujuan 

pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan diakibatkan 
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anggaran pendapatan daerah yang didapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan 

terjadinya pendistribusian yang tidak merata jelas dalam islam hal itu dilarang 

karena munculnya ketidakadilan dalam masyarakat. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Umdhatul bahwa: 

“Hasil penelitian yang didapat menunjukkan secara parsial bahwa 

variabel PDRB, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

PAD, inflasi tidak mempengaruhi PAD dikota se Jawa Tengah”.
2
 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari 

bahwa: 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif 

karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD 

mengalami penurunan, namun PDRB selalu mengikat pada tiap 

tahunnya.Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan 

inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.
3
 

 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh PDRB dan 

pengeluaran pemerintah terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam dan 

lokasi yang diteliti oleh penelitan terdahulu belum ada di Sumatera Utara, oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Maka dari itu, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera 

Utara Tahun 1986-2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

                                                        
2
 Umdhatul, “Pengaruh PDRB, Pengeluaran Pemerintah Dan Tingkat Inflasi Terhadap 

PAD (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga,” 2016, h, 67. 
3
 Triani dan Yeni Kuntari, “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 Di Kabupaten Karanganyar (Skripsi Program Studi 

Ekonomi Syariah ),” 2016, h, 56. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Terjadi fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera 

Utara tahun 1986-2018. 

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diiringi dengan 

peningkatan pengeluaran pemerintah. 

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah lebih sering diiringi dengan 

peningkatan produk domestik regional bruto. 

4. Penurunan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu diiringi dengan penurunan 

produk domestik regional bruto . 

5. Penurunan Pendapatan Asli Daerah lebih sering diiringi dengan penurunan 

pengeluaran pemerintah. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan dibatasi dengan 

menggunakan tiga variabelyaitu terdiri dari dua variable bebas Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) (X1), dan Pengeluaran Pemerintah (X2), dan 

satu variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). dalam penelitian 

ini yang diteliti adalah Produk Domestik Regional Bruto, Pengeluaran 

Pemerintah, dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 

1986  sampai dengan Tahun 2018 melalui data yang dipublikasikan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. 

 

D. Definisi Operasional Variabel 
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Untuk menghindari kesalahpahaman penelitian ini, terdapat istilah 

yang digunakan dalam sebuah penelitian, sehingga dibuatlah definisi 

operasional variabel untuk menjelaskan istilah yang dipakai dalam penelitian 

pada tabel sebagai berikut. 

Tabel I.2 
Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi  Indikator 

Variabel 

Skala 

Produk 

Domestik 

Regional 

Bruto (X1) 

Produk domestik Bruto Regional 

merupakan jumlah barang dan jasa 

akhir yang dihasilkan oleh suatu 

perekonomian dalam satu tahun dan 

dinyatakan dalam harga pasar.
4
 

Maka yang dimaksud adalah adalah 

jumlah barang dan jasa akhir yang 

dihasilkan oleh daerah Sumatera 

Utara dari tahun 1986-2018. 

1. Pendekatan 

produksi 

2. Pendapatan
5
 

Rasio  

Pengeluara

n 

Pemerintah 

(X2) 

Pengeluaran pemerintah merupakan 

bagian dari kebijakan fiskal yang 

merupakan tindakan pemerintah 

untuk mengatur jalannya 

perekonomian dengan cara 

menentukan besarnya penerimaan 

dan pengeluaran pemerintah.
6
 Maka 

yang dimaksud adalah tindakan 

pemerintah untuk mengatur 

perekonomian daerah Sumatera 

Utara dari tahun 1986-2018. 

1. Pengeluaran 

rutin 

2. Pengeluaran 

pembanguna

n
7
 

Rasio  

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Y) 

Pendapatan asli daerah adalah 

pendapatan yang diperoleh daerah 

dan dipunggut berdasarkan 

peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.  
Maka pendapatan yang dimaksud 

adalah pendapatan yang diperoleh 

Provinsi Sumatera Utara tahun 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi 

Daerah 

3. Hasil 

pengelolaan 

4. Kekayaan 

daerah yang 

dipisahkan 

Rasio  

                                                        
4
 “Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.Bps.Go.Id,” n.d. 

5
 Rosita Wahyuningtyas, “„Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB‟ Jurnal 

Gaussian, , Tahun ,” Volume, Nomor 3 (2013): h, 224. 
6
 Guritno Mangkoesoebroto, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga (Yogyakarta, 2010), h, 160. 

7
 Todaro, MP. Dan S.C Smith, Perekonomian Indonesia: Teori Dan Temuan Empiris 

(Jakarta Ghalia: Indonesia, 2006), h, 110. 
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1986-2018 yang digunakan dalam 

pembangunan daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

5. Lain-lain 

pendapatan 

yang sah
8
 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian rumusan latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh produk domestik regional bruto terhadap 

pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018 ? 

2. Apakah ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli 

daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018 ? 

3. Apakah ada pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran 

pemerintah secara bersamaan terhadap  pendapatan asli daerah di Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 1986-2018 ? 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan diatas maka 

yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto terhadap 

pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan 

asli daerah di Provinsi Sumatera Utara  tahun 1986-2018. 

3. Untuk mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

Sumatera Utara tahun 1986-2018. 

                                                        
8
 Muhammad Safar Nasir, “„ Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah 

Satu Dekadeotonomi Daerah‟ Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan,  Tahun:” Volume 2, 

Nomor, (2019): h, 34. 
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G. Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dilakukannya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

Diharapkan dapat digunakan menjadi salah satu bahan pertimbangan 

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan pertumbuhan 

ekonomi khususnya di Provinsi Sumatera Utara 

2. Bagi Peneliti 

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peneliti tentang materi 

mengenai pengaruh produk domestik regional dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pendapatan asli daerah, serta untuk meningkatkan pemahaman 

penulis dalam membuat bahan referensi melalui telaah literatur dan data. 

3. Bagi Institusi  

Sebagai bahan kajian lembaga dan pemikir ekonomi tentang pengaruh 

produk dometstik regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap 

pendapatan asli daerah terkhusus segala yang berkaitan dengan penulisan 

ini. 

 

 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Sebagai bahan kajian bagi masyarakat untuk menambah pemahaman 

mengenai pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran 

pemerintah terhadap pendapatan asli daerah. 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian proposal yang berjudulpengaruh domestik 

regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di 

provinsi sumatera utara tahun 1986-2018.Mengacu pada buku panduan 

penulisan skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. 

Adapun sistematika pada penelitian ini adalah: 

BAB I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, 

tujuan penelitian serta kegunaan penelitian. 

BAB II landasan teori membahas tentang pengertian pendapatan asli  

daerah sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah, jenis dan objek 

pajak daerah, retribusi daerah, pengertian produk domestik regional bruto, 

metode perhitungan produk domestik regional bruto, sumber-sumber produk 

domestik regional bruto, manfaat produk domestik bruto, pengertian 

pengeluaran pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, pembagian pengeluaran 

pemerintah, pengeluaran pemerintah dalam islam, hubungan produk domestik 

regional bruto terhadap pendapatan asli daerah, hubungan pengeluaran 

pemerintah terhadap pendapatan asli daerah. 
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BAB III metodologi penelitian membahas tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis penelitian, populasi, sampel, jenis data, sumber data, 

instrument pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data. 

Bab IVHasil Penelitian, di dalamnya memuat tentang deskripsi data 

penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian. Secara umum, 

mulai dari pendeskripsian data yang akan diteliti secara rinci, kemudian 

melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah 

dicantumkan dalam metode penelitian sehingga memperoleh hasil analisa yang 

akan dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh. 

Bab V Penutup, di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran. 

Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada adalam penutup adalah membahas 

tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data 

dan memperoleh hasil dari penelitian ini.Hal ini merupakan langkah akhir dari 

penelitian dengan membuat kesimpulan dari penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kerangka Teori 

1. Pendapatan Asli Daerah 

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Islam memberikan petunjuk atas aktivitas manusia termasuk 

ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkan syariat islam yaitu untuk 

mencapai Al-falah (kesejahteraan) dunia maupun akhirat. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain 

asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan 

kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai perwujudan asa desentralisasi. Secara 

ekonomi, dengan otonomi diharapkan akan menciptakan stabilitas 

makro ekonomi dan tercapainya efeisiensi kinerja kerja 

perekonomian dengan asumsi bahwa pembangunan di daerah akan 

lebih cepat dan ekonomis bila dikerjakan oleh sumberdaya manusia 

daerah itu sendiri.
9
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Abdul Halim adalah 

merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber 

ekonomi asli daerah, yaiu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil 

                                                        
9
 Rahardjo Adisasmita, , Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pertumbuhan Wilayah, : GRAHA ILMU (Yogyakarta, 2013), h, 23. 
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Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain. 

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-

sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hasil dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber ekonomi wilayah dalam wilayah sendiri 

yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-

undangan. Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan 

yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan 

peraturan daerah tentang  pendapatan yang menghambat mobilitas 

penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan 

impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah yang 

mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-

objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga 

menyebabkan menurunnya daya saing daerah.   

Dalam Al-Quran  surah Al Hasyr ayat 7 menerangkan tentang  

pentingnya pemberian kontribusi pendapatan.  
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7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada 

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota 

Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak 

yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, 

supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di 

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. 

dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya
10

. 

 

Penjelasan ayat diatas menerangkan tentang pentingnya 

menyalurkan pendapatan guna mencegah agar harta tidak berputar 

hanya dikalangan orang-orang kaya yang telah tercukupi 

kebutuhannya, sehingga pemerataan pendapatan tercapai dan 

meningkatkan kesejahteraan umat disekitarnya. Sumber-sumber 

pendapatan negara pada masa Rasulullah SAW berupa: zakat, 

kharaj, ghanimah, fa’I, jizyah, dan  khums. 

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak 

Daerah Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang 

dipisahkan dan lainlain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber 

                                                        
10

 “Kementrian Agama Republik Indonesia, „Terjemahan Dan Tafsir Al-Qur‟an Hasyr 

Ayat 7‟  Qur‟anWeb.Id ( Http.Quran.Kemenag.Go.Id, Diakses 18 Mei 2020 Pukul 04.42 WIB),” 

n.d. 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digali sesuai dengan potensi dan 

kemampuan daerah masing masing.   

 

b. Sumber-Sumber Pendapatan Negara Pada Masa Rasulullah 

SAW 

1). Zakat  

  Sumber pemasukan pertama yaitu zakat, sebagaimana 

diwajibkan dalam al-qur‟an surat At-taubah:60 Pengeluaran zakat 

dikhususkan sesuai mustahif zakat yang dijelaskan Al-qur‟an. 

Zakat  menurut istilah artinya sesuatu yang hukumnya wajib 

diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu kepada golongan 

tertentu yang berhak menerimanya. 

2). Zakat Fitrah 

 Sumber pemasukan kedua yaitu zakat fitrah, adalah zakat 

yang ditunaikan pada setiap bulan ramadhan, besarnya satu sha’ 

(sama dengan 8/3kilo) dari makanan pokok kaum muslim. 

          3). Ushr 

Ushr  merupakan jenis pajak bea impor yang dikenakan 

kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun 

serta hanya berlaku terhadap barang-barang yang bernilai lebih 

dari 200 dirham. Sebesar 2,5 persen. 

4). Amwal Fadhila 
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  Sumber pendapatan negara amwal fadhila  adalah harta 

benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris atau 

berasal dari barang-barang seseoarng muslim yang meninggalkan 

negerinya. 

5). Wakaf  

  Wakaf  adalah harta benda yang didedikasiakn kepada 

kaum muslimin yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya 

akan didepositkan di baitul mal. 

6). Nawaib  

  Sumber pemasukan selanjutnya adalah nawaib adalah pajak 

yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum 

muslimin yang kaya dalam rangka menutupi penegeluaran negara 

selama masa darurat. 

7). Shadaqah  

  Dalam istilah berarti pembuktian keimanan yang 

diwujudkan dengan bentuk pengorbanan materi. Sumber 

pemasukan dari shadaqah  adalah Qurban dan khaffarat. 

8). Khums 

  Khums atau rikaz adalah harta karun temuan pada periode 

sebelum islam. 

9). Jizyah  

  Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk 

dari non-muslim (orang yang bukan muslim) kepada pemerintah 



18 
 

 

islam. Jizyah dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka 

kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan yang 

diberikan pemerintah Islam untuk mereka. 

10). Kharaj 

  Kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, yang mana 

diambil dari tanahnya non-muslim (orang yang bukan muslim) 

yang sudah ditaklukkan dan tanah tersebut sudah diambil oleh 

orang muslim. 

c. Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau hukum yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat
11

. Hal ini berkaitan dengan 

pengoptimalan kenangan keuangan publik. Apabila masyarakatnya 

bertanggug jawab dan patuh dalam membayar pajak maka 

penerimaan pemerintah yang dideddikasikan untuk pembangunan 

ekonomi dapat terealisasi dengan baik dan berkelanjutan. 

Pengoptimalan keuangan publik ini pula agar terjadinya distribusi 

pendapatan yang merata sehingga tercapainya kesejahteraan dalam 

masyarakat. 

                                                        
11

 Chairul Anwar Pohan, , Pengantar PerpajakanTeori Dan Konsep Hukum Pajak, (: 

Mitra Wacana Media,), (Jakarta, 2017), h, 52. 
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Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah 

(PAD) diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota 

diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan 

sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

d. Jenis dan Objek Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah terbagi menjadi dua macam yaitu pajak 

provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari 

sebagai berikut:   

1) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. Objek 

pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air.  

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas 

Air. Objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan 

kendaraan diatas Air adalah penyerahan kendaraan bermotor 

dan kendaraan di atas air.   

3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.  
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4) Pajak pengambilan dan pemanfaatam air bawah tanah dan air 

permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air 

bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan dan 

pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. 

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut:
12

  

a) Pajak Hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang   

disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas 

penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung 

untuk kegiatan atau pertemuan dihotel .  

b) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang 

disediakan restoran dengan pembayaran.  

c) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelanggaraan 

hiburan dengan dipungut biaya.   

d) Pajak Reklame. Objek pajak reklame adalah semua 

penyelanggaraan reklame. 

e) Pajak Penrangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah 

penggunaan tenang listrik, di wilayah daerah yang tersedia 

penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah.  

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak 

pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan 

pengambilan bahan galian golongan C.   

                                                        
12

 Darwin, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (:Mitra Wacana Media,) (Jakarta, 2010), 

h, 119-128. 
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g) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelanggaraan tempat 

parkir di luar jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok 

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 

penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran.   

e. Retribusi Daerah   

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan 

salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi 

salah satu sumber pembiayaan penyelanggaraan pmerintahan dan 

pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan 

kesejahteraan masyarakat.  

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13

 

Sedangkan Retribusi Daerah menurut Ahmad Yani adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14

 

Retribusi Daerah dari beberapa pengertian dapat diambil 

kesimpulan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai 

                                                        
13

 Mardiasmo, , Perpajakan Edisi Revisi Tahun ,(: CV ANDI OFFSET) (Yogyakarta, 

2011), h,  56. 
14

 Budi Waliyo, Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Dan Jumlah 

Penduduk Dan Jumlah Industry Terhadap PAD Kota , (Skripsi:Universitas Gunadarma,) (Depok 

Jawa Barat, 2012), h, 32. 
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pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan oleh 

pemerintah untuk kepentingan masyarakat atau badan. Tidak semua 

jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut 

retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut 

pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek 

retribusi.  

Objek Retrbusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu 

yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jasa tertentu tersebut 

dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:  

1) Retribusi Jasa Umum   

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan 

sebagai Retribusi Jasa Umum, objek retribusi jasa umum adalah 

pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 

oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian 

biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan 

pemakaman dab pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir ditepi 

jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan 

bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi 

penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pengujian kapal 

perikanan. 

2) Retribusi Jasa Khusus   
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Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang 

disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip 

komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak 

swasta. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi Pemakaian 

Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, 

Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat 

Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa, Retribusi 

Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi 

Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan 

Olahraga, Retribusi Penyeberangan Di Atas Air, Retribusi 

Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Produksi Usaha Daerah.  

3) Retribusi Perizinan Tertentu   

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 

tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, pengguanaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenisjenis retribusi perizinan 

tertentu yaitu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin 

Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, 

Retribusi Izin Trayek.  

4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan   
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang 

terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut 

memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai 

salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengelolaan 

kekayaan daerah dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas 

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD),  

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik 

Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas 

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok 

Usaha Masyarakat.   

5). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah   

Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah ini di 

beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil 

penjualan barag milik daerah,  Jasa Giro, Sumbangan pihak ketiga, 

Penerimaan ganti rugi ata kekayaan daerah, setiran kelebihan 

pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan 

pekerjaan daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda 

retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan 

penjualan,   pendapatan hasil eksekusi atas jaminan. 

2. Konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

a. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  
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Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya 

peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan 

output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) 

untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) untuk tingkat regional.
15

 

PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang 

diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara 

tersebut dan negara asing.
16

 PDRB adalah hasil penjumlahan dari 

seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah pada suatu 

periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor 

produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah 

tersebut.  

Beberapa pengertian PDRB diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

adalah jumlah seluruh nilai tambah bruto dari segala kegiatan 

perekonomian suatu wilayah tertentu.   

b. Metode Perhitungan PDRB   

Perhitungan PDRB dapat menggunakan dua harga yaitu 

PDRB atau harga berlaku dan PDRB atas harga konstan, yang 

dimana PDRB atas harga berlaku merupakan nilai suatu barang 

dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada 

                                                        
15

 Rahardjo Adisasmita, Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pertumbuhan Wilayah ( GRAHA ILMU) (Yogyakarta, 2013), h, 5. 
16

 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (: PT. Raja Grafindo Persada ) 

(Jakarta, 2011), h, 35. 
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tahun tersebut. Sedangkan PDRB atas harga konstan merupakan 

nilai suatu barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga 

pada tahun tertentu. 

Metode perhitungan PDRB dibagi menjadi dua metode 

yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penjelasannya 

sebagai berikut :  

1). Metode Langsung   

Metode langsung adalah perhitungan dengan 

menggunakan data daerah atau data asli yang menggambarkan 

kondisi daerah dan digali dari sumber data yang ada di daerah itu 

sendiri. Metode langsung dapat dilakukan degan mempergunakan 

tiga macam cara, yaitu pendekatan produksi, pendekatan 

pendapatan, dan pendekatan pengeluaran.  

a). Pendekatan produksi 

Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah 

barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor 

ekonomi dengan cara mengurangkan biaya antara dari total nilai 

produksi bruto sektor atau subsektor tersebut. Pendekatan ini 

sering digunakan untuk memperkirakan nilai tambah dari 

sektor/kegiatan yang produksinya berbentuk fisik/barang, seperti 

pertanian, pertambangan, dan industri sebagainya. Nilai tambah 

ini merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang 

diperoleh oleh unit produksi sebagai input antara, nilai yang 
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ditambahkan sama dengan balas jasa faktor produksi atas 

keikutsertaannya dalam proses produksi.   

b). Pendekatan pendapatan   

Pendekatan ini merupakan nilai tambah dari kegiatan-

kegiatan ekonomi dihitung dengan cara menjumlahkan semua 

balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji surplus usaha, 

penyusutan, dan pajak tidak langsung neto. Pada sektor 

pemerintahan dan usaha yang sifatnya tidak mencari keuntungan, 

surplus usaha seperti bunga neto, sewa tanah dan keuntungan 

tidak diperhitungkan.   

c). Pendekatan pengeluaran  

Pendekatan dari segi pengeluaran adalah menjumlahkan 

nilai penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi di 

dalam negeri. Pendekatan pengeluaran digunakan untuk 

menghitung nilai barang dan jasa yang digunakan oleh berbagai 

kelompok dalam masyarakat untuk kepentingan konsumsi rumah 

tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, 

konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (investasi), 

perubahan stok, dan ekspor neto dimana nilai barang dan jasa 

hanya berasal dari produksi domestik, total pengeluaran dari 

komponen-komponen tersebut harus dikurangi nilai impor sehingga 

nilai ekspor menjadi nilai ekspor neto. Penjumlahan seluruh 
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komponen pengeluaran akhir ini disebut PDRB atas dasar harga 

pasar.   

2).  Metode Tidak Langsung   

Metode tidak langsung adalah suatu cara mengalokasikan 

produk domestik bruto dari wilayah yang lebih luas ke masing-

masing bagian wilayah, misalnya mengalokasikan PDB indonesia 

ke seluruh wilayah bagian indonesia menggunakan alokator 

tertentu.
17

 Alokatoralokator tersebut yang dapat digunakan 

diantaranya, yaitu: Nilai produksi bruto atau neto pada wilayah 

yang dialokasikan, Jumlah produksi fisik, Tenaga kerja, dan 

Penduduk.  

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari 

beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-

masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.   

c. Sumber-Sumber PDRB   

PDRB diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat 

kemajuan pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana dari 

indikator tersebut dapat digunakan untuk membandingkan tingkat 

kemajuan pertumbuhan atau tingkat kesejahteraan masyarakat antar 

wilayah atau negara dan mengetahui corak PDRB. Ada beberapa 

indikator untuk mengetahui tingkat PDRB yaitu sebagai berikut:  

 

                                                        
17

 Tarigan Robinson, Ekonomi Regional Teori Dan Aplikasi Edisi Revisi, (: PT. Bumi 

Aksara,) (Jakarta, 2015), h, 25. 
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1). Pendapatan perkapita  

Pendapatan perkapita adalah rata-rata penduduk suatu negara 

pada periode tertentu pendapatan perkapita dapat diperoleh dari 

pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang 

memiliki pendapatan perkapita meningkat dari pada periode 

sebelumnya.   

2). Tenaga kerja dan pengangguran   

Tenaga kerja dan pengangguran adalah setiap orang yang 

melakukan pekerjaan guna mneghasilkan barang atau jasa untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 

Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja, 

suatu negara dikatakan memiliki PDRB jika jumlah tenaga 

kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.   

3). Kesejahteraan masyarakat  

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur tingkat PDRB. Kesejahteraan 

masyarakat bisa dilihat dari itngkat kemiskinan yang semakin 

berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. 

Kesejahteraan msyarakat juga ditandai dengan pendapatan 

perkapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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d. Manfaat Produk Domestik Bruto 

Sebagai suatu alat ukur perekonomian, PDB memiliki 

beberapa manfaat. Manfaat-manfaat tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1). Mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional 

Dengan adanya PDB, negara dapat mengetahui 

sudah sejauh mana perekonomian dalam negernya tumbuh. 

Negarapun dapat menganalisis dari data yang ada terkait 

faktor manakah yang dapat dimaksimalkan dan mana yang 

masih perlu ditingkatkan. 

2). Membandingkan kemajuan ekonomi antar negara 

Setiap negara memiliki keunggulan dan 

kelemahannya sendiri-sendiri. Masalahnya, tanpa ada alat 

ukur, kelebihan serta kekurangan menjadi sesuatu yang 

sangat sulit dibuktikan. Melalui angka yang dihasilkan PDB 

negara-negara di dunia yang dapat menentukan siapa yang 

unggul siapa yang masih belum. Keluarannya adalah apa 

yang kini kita kenal sebagai G7 dan G20 yang terdiri dari 

negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia. 

3). Mengetahui struktur perekonomian suatu negara 

Negara bersangkutan dapat menjadikan  keluaran 

PDB-nya sebagai bahan pengkajian terkait setor-sektor 

mana saja yang harus ditingkatkan dan perlu perbaikan. 
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4). Sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah 

Tanpa adanya data yang bisa diandalkan, kebijakan 

yang dihassilkan suatu negara akan sulit untuk dipastikan 

apakah akan berhasil atau tidak. Namun dengan adanya data 

pemerintah dapat memperoleh bantuan dalam merumuskan 

kebijakan. 

3. Pengeluaran Pemerintah 

a. Pengertian Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang 

disusun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 

setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang dengan tujuan 

untuk mensejahterakan rakyat melalui berbagai macam program.  

Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono 

Sukirno adalah pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang 

modal, barang konsumsi dan ke atas jasa-jasa.
18

 Sedangkan 

menurut Guritno menjelaskan pengeluaran pemerintah 

mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telat 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus 

dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut.  Pengeluaran negara pada masa Rasulullah SAW 

digunakan untuk pendidikan, pembangunan armada perang, 

                                                        
18

 Guritno Mangkoesubroto, Ekonomi Publik, Edisi Ketiga, (: BPEE, ) (Yogyakarta, 

2010), h, 169. 
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penyediaan pelayanan kesejahteraan berupa subsidi negara untuk 

kaum fuqaha dan masakin (orang-orang yang tidak mampu). 

Beberapa pengertian pengeluaran pemerintah maka 

dapat di ambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan 

pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap barang dan jasa.   

b). Teori Pengeluaran Pemerintah 

Adapun teori-teori perkembangan pengeluaran pemerintah yakni: 

1). Teori Rostow dan Musgrave   

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang 

menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan 

tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap 

awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.  

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase 

investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada 

tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, misalnya 

pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.
19

 

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi 

pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah 

semakin membesar. Peranan swasta kyang semakin besar pula 

banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan membuat pemerintah 

                                                        
19

 Sirojuzilan, Regional Pembangunan, Perencanaan, Ekonomi, (: USU Press, ) (Medan, 

2011), h, 11. 
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harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang 

banyak. Pada tahap lebih lanjut, aktivitas pemerintah beralih dari 

penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas 

sosial.  

2). Teori Wagner   

Teori ini menekankan pada perkembangan persentase 

pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP, 

mmenurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan 

perkapita meningkat, secara relative pengeluaran pemerintah akan 

ikut meningkat terutama karena pemerintah harus mengatur 

hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan 

sebagainya. Teori Wagner bertitik tolak pada suatu teori yang 

disebut organictheory of state. Teori tersebut menganggap 

pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak. 

3). Teori Peacock dan Wiseman   

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah 

senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan 

masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk 

membiaya pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut.   

Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa 

perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang 

semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan 
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meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan peneluaran 

pemerintah juga semakin meningkat.  

Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP 

menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu 

juga dengan pengeluaran pemerintah semakin besar.   

c. Pembagian pengeluaran pemerintah 

1).  Belanja pemerintah pusat 

  Pengeluaran pemerintah pusat terdiri dari belanja pegawai, 

belanja barang, belanja hibah, subsidi BBM dan subsidi non 

BBM, pembayaran bunga utang dalam negeri dan utang luar 

negeri.  

2).  Belanja daerah 

Belanja daerah meliputi pengeluaran untuk dan perimbangan 

dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan terdiri dari dana 

bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dan alokasi  khusus 

(DAK). 

3). Dana perimbangan  

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang 

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah 

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan 

desentralisasi fiscal pemerintah pusat di era otonomi daerah. 
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4). Dana alokasi umum 

 Dana alokasi umum adalah bantuan umum yang digunakan 

sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan pengwasan 

pemerintahpusat yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan 

horizontal antar daerah. 

5). Dana alokasi khusus 

 Dana alokasi khusus adalah bantuan khusus yang digunakan 

untuk kegiatan pembangunan yang sasarannyaa telah ditetapkan 

oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan 

vertical antar pusat dan daerah. 

6). Pengeluaran rutin pemerintah 

 Pengeluaran rutin pemerintah adalah pengeluaran digunakan 

untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintah sehari-

hari.  

d. Pengeluaran pemerintah dalam Islam 

Islam menempatkan manusia sebagai focus pembangunan. Islam 

menunjukkan jalan hidup yang menyuruh umat manusia yang tidak 

membedakan manuasia menurut ras, kebangsaan ataupun warna kulit. 

Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia itu pada ke Esaan 

Tuhan dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingan-Nya. 

Peran manusia dalam pembangunan menjadi perhatian utama dalam 

islam, oleh karena itu faktor etika, moral dan spiritual merupakan 

faktor pembentuk aspek kualitas. Indikator keberhasilan suatu 
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pembangunan tidak hanya diukur dengan pertumbuhan, tetapi juga 

harus menjamin terjadinya perubahan, baik perubahan teknologi 

maupun sosial ekonomi. Peran manusia dalam pembangunan menjadi 

perhatian utama dalam islam. Tujuan pembangunan dalam 

islamadalah tercapainya kesuksesan di dunia dan juga akhirat. 

4. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Produk Domestik Regional Bruto merupakan data statistik 

yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan 

ekonomi di suatu wilayah pada satu periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi sebagai salah satu untuk mengetahui perkembangan dan 

struktur ekonomi suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator 

dalam menentukan arah pembangunan yang digambarkan oleh 

perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB). Chakim 

berpendapat bahwa: 

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan 

secara fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari 

PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah 

penerimaan daerah untuk membiayai program-program 

pembangunan Sehingga akan mendorong peningkatan 

pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang 

diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.
20

  

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa adanya 

hubungan antara produk domestik regional bruto dengan pendapatan 

asli daerah yaitu jika jumlah produk domestik bruto mengalami 

kenaikan maka pendapatan asli daerah juga mengalami kenaikan. 

                                                        
20

 Hening Fitria Sarasati El Rani, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan  Asli Daerah (PAD)”,Studi Kasus Dikabupaten/Kotan Pekalongan Periode ”, (Jurnal 

Penelitian Universitas Muhammadiyah),” 2014 2005, h, 7. 
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5. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah   

Peran pemerintah dalam pembangunan adalah katalisator dan 

fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas 

pendukung, termasuk anggaran belanja dalam rangka terlaksananya 

pembangunan yang berkesinambungan. Pengeluaran tersebut 

sebagian digunakan untuk administrasi pembagunanan dan 

sebaagian lain untuk pembangunan di berbagai jenis infrastruktur 

yang penting. Pembelanjaan pembelanjaan tersebut akan 

meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat 

kegiatan ekonomi. 

 Menurut Arief Eka Atmaja: 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan public menunjang kegiatan  ekonomi 

dalam hal ini pemerintah menetapkan pajak dan retribusi 

yang akan menambah PAD.
21

 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan Hubungan 

pengeluaran pemerintah dengan PAD sangat jelas, apabila 

pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik 

dan pelayanan publik hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi 

daerah tersebut. Meningkatnya kegiatan ekonomi membuat 

pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga 

                                                        
21

 Hening Fitria Sarasati El Rani, h, 6. 
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memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli 

daerah (PAD).   

B. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang 

dilakukan sebelumnya yang mendasari pemikiran peneliti dan menjadi 

pertimbangan dalam penyusunan dalam penelitian ini, adapun 

penelitian-penelitian terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah sebagai berikut:  

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

penelitian 

Judul Hasil penelitian 

1 Indahsari  

Fakultas 

ekonomi dan 

bisnis islam 

IAIN 

tulungagung 

(Dalam 

skripsinya 

tahun 2019)
22

 

Pengaruh 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

kabupaten/kota 

di provinsi 

jawa tmur 

2016-2017 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel investasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, 

pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, dan 

jumlah penduduk berpengaruh 

negative terhadap pendapatan 

asli daerah. 

2 Eni Erviana 

UIN Raden 

Intan 

Lampung 

(Dalam 

skripsinya 

tahun 2018)
23

 

Analisis 

pengeluaran 

pemerintah dan 

PDRB terhadap 

pendapatan asli 

daerah kota 

Bandar 

lampung tahun 

2006-2015 

Hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, dan 

PDRB tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah lampung. 

3 Ikhawanuddi Pengaruh Hasil penelitian menunjukkan 

                                                        
22

 “Http:// Repo. Iain-Tulungagung.Ac.Id,” n.d. 
23

 “Http://Repository.Radenintan.Ac.Id,” n.d. 
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n Harahap 

(Dalam jurnal 

ilmu ekonomi 

dan 

keislaman 

volume 6 

issue 2 tahun 

2018)
24

 

jumlah 

penduduk dan 

pengeluaran 

pemerintah 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah di 

provinsi 

Sumatera Utara 

bahwa secara parsial tidak 

terdapat pengaruh jumlah 

penduduk terhadap PAD di 

provinsi Sumatera Utara. Secara 

simultan terdapat pengaruh 

jumlah penduduk dan 

pengeluaran pemerintah terhadap 

PAD di provinsi Sumatera Utara. 

4 Hening Fitria 

Sarasati El 

Rani Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Muhammadiy

ah 

Yogyakarta 

(dalam 

skripsinya 

tahun 2014)
25

 

Pengaruh 

investasi, 

pengeluaran 

pemerintah, 

jumlah 

penduduk 

terhadap 

pendapatan asli 

daerah 

kabupaten/kota 

di provinsi 

jawa tmur 

2016-2017 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa variabel investasi 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, 

pengeluaran pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah, dan 

jumlah penduduk berpengaruh 

negative terhadap pendapatan 

asli daerah. 

5

5. 

Triani dan 

Yeni Kuntari  

di Kebupaten 

Karanganyar 

(dalam 

jurnalnya  

vol.12 No 1 

ISSN 

1693.928 Y 

tahun 2010)
26

 

 

pengaruh 

variabel makro 

terhadap  

penerimaan 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

periode 2003-

2007 di 

kabupaten 

karanganyar”. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa PDRB 

berpengaruh negatif karena 

kontribusi pajak dan retribusi 

daerah dalam penyusunan PAD 

mengalami penurunan, namun 

PDRB selalu mengikat tiap 

tahunnya. Secara statistik jumlah 

penduduk berpengaruh positif, 

dan inflasi berpengaruh negative 

terhadap penerimaan PAD. Dan 

secara simultan keseluruhan 

variabel makro yaitu PDRB, 

jumlah penduduk dan tingkat 

inflasi berpengaruh terhadap 

PAD 

6

6 

Eni Aryanti 

dan Iin 

Indarti 

(dalam jurnal 

Pengaruh 

variabel makro 

terhadap 

pendapatan asli  

Hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini bahwa secara 

simultan variabel PDRB dan 

inflasi berpegaruh signifikan 

                                                        
24

 “Virifield Email at Iain-Padangsidimpuan.Ac.Id,” n.d. 
25

 “Repository.Umy.Ac.Id,” n.d. 
26

 “Journal. Widyamanggala.Ac.Id,” n.d. 
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kajian 

akuntansi dan 

bisnis Vol.1 

no. 1 tahun 

2012)
27

 

daerah 

periode 2000-

2009 di kota 

semarang 

terhadap PAD, sedangkan secara 

parsial PDRB berpengaruh 

signifikan terhadap PAD dan 

inflasi tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap PAD di kota 

semarang. 

 

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu: 

a. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dikakukan oleh Indahsari dengan menggunakan Pendapatan Asli daerah 

sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya penelitian Indahsari 

menggunakan 3 variabel X yaitu investasi, pengeluaran pemerintah, dan 

jumlah penduduk. Kemudian lokasi yang digunakan oleh Indahsari 

adalah di provinsi Jawa timur sedangkan dalam penelitian ini lokasi 

penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara. 

b. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Eni Erviana dengan menggunakan Pendapatan Asli 

Daerah sebagai variabel Y dan menggunakan dua variabel X yaitu PDRB 

dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan perbedaannya penelitian Eni 

Erviana menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai X1 dan PDRB 

sebagai variabel X2. Kemudian lokasi yang digunakan oleh Eni Erviana 

adalah di kota Bandar Lampung sedangkan dalam penelitian ini lokasi 

penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara. 

                                                        
27

 www.neliti.com 
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c. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ikhwanuddin Harahap dengan menggunakan pendapatan 

Asli Daerah sebagai variabel Y dan Variabel X2 nya menggunakan 

Pengeluaran pemerintah dan lokasi penelitian yang digunakan sama yaitu 

di provinsi Sumatera Utara. Sedangkan perbedaannya terletak pada X1 

yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu jumlah penduduk. 

d. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Hening Fitria dengan menggunakan Pendapatan Asli 

Daerah sebagai variabel Y dan PDRB, Pengeluaran pemerintah 

digunakan sebagai variabel X. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

lokasi yang diteliti. Hening fitria meneliti Di Kabupaten/Kota 

Pekalongan, sedangkan dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah 

Provinsi Sumatera Utara. 

e. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan Triani dan Yeni Kuntari dengan menggunakan Pendapatan 

Asli Daerah sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya variabel X dari 

penelitian Triani dan Yeni Kuntari ada 3 yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, 

dan inflasi sedangkan dalam penelitian ini variabel X nya adalah PDRB 

dan pengeluaran pemerintah. Kemudian lokasi yang digunakan oleh 

Triani dan Yeni Kuntari adalah di kabupaten Karangayar sedangkan 

dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara. 

f. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Eni Aryanti dengan menggunakan Pendapatan Asli 
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Daerah sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya variabel X dari 

penelitian Eni Aryanti ada 3 yaitu PDRB, Jumlah Penduduk, dan inflasi 

sedangkan dalam penelitian ini variabel X nya adalah PDRB dan 

pengeluaran pemerintah. Kemudian lokasi yang digunakan oleh  Eni 

Aryanti adalah di Kota Semarang sedangkan dalam penelitian ini lokasi 

penelitian adalah Provinsi Sumatera Utara. 

C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian yang berjudul pengaruh produk domestik 

regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli 

daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018, dapat digambarkan 

kerangka pikir sebagai berikut. 

Kerangka pemikiran teori dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar II.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa secara 

parsial PDRB dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah dan secara 

parsial Pengeluaran Pemerintah  juga dapat mempengaruhi pendapatan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y) 

PDRB(X1) 

Pengeluaran 

Pemerintah(X1) 
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asli daerah. Kemudian secara simultan juga terlihat bahwa PDRB 

(variabel X1) dan pengeluaran pemerintah (variabel X2) dapat 

mempengaruhi pendapatan asli daerah (variabel Y) Provinsi Sumatera 

Utara. Dengan kata lain semakin tinggi jumlah PDRB dan pengeluaran 

pemerintah maka akan semakin tinggi juga pendapatan asli daerah yang 

diperoleh Provinsi Sumatera Utara. 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yag diperoleh melalui pengumpulan data.
28

 

Hipotesis merupakan suatu penjelasan sementara tentang perilaku, 

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

H1 : Ada pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 

Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018. 

H2 : Ada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018. 

H3 : Ada pengaruh PDRB dan pengeluaran pemerintah secara bersama-

sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera 

Utara tahun 1986-2018

                                                        
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis ( : Alfabeta, ) (Bandung, 2012), h, 93. 
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. BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 

25 Kabupaten dan 8 Kota. Penelitian ini dimulai bulan Maret 2020 hingga 

penyelesaian laporan penelitian yang akan disusun oleh peneliti pada bulan 

Agustus 2020. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data penelitian 

yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan 

pihak lain) atau digunakan lembaga lainnya yang bukan merupakan 

pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.  

Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. 

Dalam hal ini, data sekunder bersifat internal didapat melalui data-data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara yaitu dari total nilai 

PDRB atas harga konstan, Total Pengeluaran Pemerintah dan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah yang tersusun dari tahun 1986-2018 berupa data 

runtut waktu (time series) dan yang bersifat eksternal didapat melalui 

sumber-sumber diluar instansi yang dipublikasikan dan juga jurnal, artikel, 

Al-Qur‟an, dan Internet. 

C. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
29

 

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data 

Pendapatan Asli Daerah, data Produk Domestik Regional Bruto, data 

Pengeluaran Pemerintah, yang dipublikasikan oleh Badan Pusat 

Statistik Sumatera Utara melalui link Sumut.bps.go.id data dari tahun 

2014-2018 dan data Tahun 1986-2013 diambil dari Badan Pusat 

Statistik yang diakses oleh Fitri Ani Siregar sehingga populasi kurun 

waktu 33 Tahun. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti, 

sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Sampel juga dapat di 

definisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasi.  

Namun sampel dalam penelitian ini adalah penelitian populasi.  

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan non purposive sampling yaitu sampel jenuh.  Sampel 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

dipilih sebagai sampel.  Istilah lain dari teknik sampel jenuh adalah 

                                                        
29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D (Jakarta: Erlangga, 

2006), h. 80 
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sensus.30 Jadi sampel dalam penelitan ini yaitu data Pendapatan Asli 

Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Pemerintah 

Tahun 1986 sampai Tahun 2018 dengan sampel kurun waktu yang 

berjumlah 33 sampel.  

D. Instrumen Pengumpulan Data 

Data yang umum kita kenal sekarang ini merupakan bentuk jamak 

dari datum, yang berasal dari bahasa latin. Data dapat diartikan sebagai 

fakta-fakta, serangkaian bukti-bukti, sesuatu yang secara pasti diketahui 

atau serangkaian informasi yang ada disekitar kita.31 

Instrument pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. 

Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian namun memperoleh data 

melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan seluruh  data yang 

diperlukan dalam penelitian ini. Dokumen adalah data-data yang tersedia 

dan sebelumnya telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. Dokumen 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Sumatera Utara periode 1986-2018. Untuk mengukur 

                                                        
30

Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 

Sekunder (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 79. 
31

Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 118. 
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pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara maka data yang perlukan 

yaitu: 

a. Produk Domestik Regional Bruto (X1) 

Nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ekonomi dihitung dengan 

menggunakan pendekatan pendapatan yakni dengan menjumlahkan semua 

balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan 

dan pajak tak langsung neto. 

 

 

b. Pengeluaran Pemerintah (X2) 

Pengeluaran pemerintah merupakan alokasi anggaran yang disusun 

dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Pengeluaran 

pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. 

 

c. Pendapatan Asli Daerah (Y) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, PAD dipisahkan menjadi 

empat jenis pendapatan yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

perusahaan milik daerahdan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang 

dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Rumus mengiitung  

Pendapatan Asli Daerah ialah: 

 

 

X1: Upah dan Gaji + Surplus Usaha + Penyusutan + Pajak Tak 

Langsung 

X2: Pengeluaran Rutin + Pengeluaran Pembangunan 

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Perusahaan Milik 

Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 
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2. Studi Kepustakaan 

 Dalam penelitian ini, studi kepustakaan yang digunakan 

bersumber dari jurnal, skripsi, dan buku-buku yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data diartikan sebagai upaya data yang sudah tersedia 

kemudian diolah dengan statistik dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian, dengan demikian, teknik analisi data 

dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap dat, dengan 

tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan masalah.  

1. Statistik Deskriptif 

  Menjelaskan cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun tabel 

distribusi frekuensi grafik maupun batang diagram lingkaran, pictogram, 

penjelasan kelompok melalui modus, mean, dan variasi kelompok 

melalui rentang simpang buku. Statistik deskriptif adalah gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi.  

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. 

Keputusan berdistribusi normal atau tidaknya residual secara sederhana 

dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung dengan tingkat 

sifnifikansi 0,05 persen. Apabila nilai probabilitas JB hitung lebih besar 

Jasa 
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dari 0,05 persen maka residual berdistribusi normal, dan sebaliknya 

apabila nilai probabilitas JB lebih kecil dari 0,05 persen maka residual 

tidak berdistribusi normal.  

3. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini 

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi 

linear, dengan taraf signifikansi 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear jika signifikansi (linearity) kurang dari 0,05.  

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar 

variabel independen. Dan ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik Multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel 

independen dalam model regresi
32

. Ada atau tidaknya gangguan 

multikolinearitas dapat diketahui  jika koefisien korelasi  diantara 

masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0.8, maka terjadi 

multikolinearitas.
33

  

 

 

                                                        
32

Agus Widarjono, Ekonometrika Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 

135 
33

Imam Ghozali, Dwi Ratmono, Analisis Multivariat dan Ekonometrika (Semarang: 

Universitas Diponegoro, 2013), h. 83 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

autokorelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Ada atau tidaknya autokorelasi dilihat dengan uji 

Durbin Watson (DW Test) dengan menggunakan uji Run Test dengan 

nilai signifikan 0,05. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastistas bertujuan untuk meregresikan residual 

kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel 

independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 Uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji white .
34

 

5. Analisis Regresi Berganda 

Dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan alat analisis 

ekonometrika,
35

 yaitu meregresikan variabel-variabel yang ada dengan 

Ordinary Least Squares (OLS). Data-data yang digunakan dianalisis 

                                                        
34

Moch. Doddy Ariefianto, Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan 

Eviews (Jakarta: Erlangga,2012), h. 46. 
35

Shochrul  Ajija, dkk. Cara Cerdas Menguasai Eviews  (Jakarta: Salemba Empat, 2011),  

h. 51. 
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secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik, yaitu analisis 

linear berganda. 

Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut : 

PAD = a + b1 PDRB + b2PP +e 

Keterangan: 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

a = Konstanta perpotongan garis pada sumbu X 

b1 b2 = Koefisien regresi 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto 

PP = Pengeluaran Pemerintah 

e = Error term 

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, regresi 

linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) sebagai X1, Pengeluaran Pemerintah (PP) 

sebagai X2, terhadap variabel terikat  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai Y di Provinsi Sumatera Utara. 

6. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Koefesien Determinasi ( R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) dilakukan untuk melihat seberapa 

besar kemampuan variabel independen memberi penjelasan terhadap 

variabel dependen. Yang ukurannya adalah semakin tinggi R
2
 maka 

garis regresi sampel semakin baik juga. Jika R
2
 mendekati 1 maka 
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variabel independen mampu menjelaskan perubahan dari variabel 

dependen. Tetapi jika R
2
 mendekati 0, maka variabel independen tidak 

mampu menjelaskan variabel dependen. 

b. Uji Koefisien Regresi Secara parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen (Produk domestik regional bruto dan pengeluaran 

pemerintah) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen 

(pendapatan asli daerah).. Bila t-hitung > t-tabel, maka pada tingkat 

kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel 

independen yang diuji berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap 

variabel dependen. 

c. Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F) 

Anova atau analisis varian, yaitu uji koefisien regresi secara 

bersama-sama (uji F) untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa 

variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian 

menggunakan signifikansi 0.05. Adapun keriteria pengujian hipotesis 

uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:36 

1) Jika Fhitung< Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB, Pengeluaran 

Pemerintah, terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. 

                                                        
36

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitati, Kualitatif dan R&D …. ,  Op. Cit., hlm. 163. 

 



53 
 

 

2) Jika Fhitung> Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara PDRB, Pengeluaran Pemerintah, 

terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Uji F jika dilihat berdasarkan signifikansinya: 

a). Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b). Jika signifikansi > 0.05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Utara 

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan 

suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement Van Sumatera dengan 

wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, di pimpin oleh seorang Gubernur 

yang berkedudukan di kota Medan, Setelah kemerdekaan, dalam sidang 

pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian 

dibagi menjadi tiga sub Provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah 

dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan 

penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: 

Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumater Timur dan Keresidenan 

Tapanuli
37

. 

Pada awal tahun 1949, diadakanlah reorganisasi pemerintahan di 

Sumatera. Perubahan demikian ini ditetapkan dengan keputusan pemerintah 

Darurat R.I tanggal 16 Mei 1949 N0. 21/Pem/P.D.R.I, yang diikuti 

Keputusan Pemerintah Darurat R.I tanggal 17 Mei 1949  N0. 

22/Pem/P.D.R.I, jabatan gubernur Sumatera Utara ditiadakan, Selanjutnya 

dengan ketetapan Pemerintah Darurat Republik Indonesia pada tanggal 17 

Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera 

Timur. Kemudian, dengan peraturan pemerintah mengganti Undang-undang 

                                                        
37

 “Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka 2012 (Medan: BPS,), Hlm. 81,” 

2012. 
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No. 5 tahun 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi 

Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 tahun 

1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk daerah 

otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara 

sebahagian menjadi Provinsi Aceh. 

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1
0
-4

0
 Lintang Utara dan 98

0 
-

100
0 

Bujur Timur, Luas dataran Provinsi Sumatera Utara 72,981 dan 23 

Km
2. 

Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas: 

1. Pesisir Timur 

2. Pegunungan Bukit Barisan 

3. Pesisir Barat 

4. Kepulauan Nias 

2. Kondisi Geografis Provinsi Sumatera Utara 

Provinsi Sumatera Utara berada dibagian barat Indonesia, terletak 

pada garis 1
0
-4

0
 Lintang Utara dan 98

0 
-100

0 
Bujur Timur. Provinsi 

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua 

provinsi lain: di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, di sebelah 

Timur dengan negara Malaysia di selat Malaka, di sebelah selatan 

berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat 

berbatasan dengan Samudera Hindia.
38

 

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi 

dalam tiga kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai barat, dataran tinggi, 

                                                        
38

 “Badan Pusat Statistik, Sumatera Utara Dalam Angka 2018 (Medan: BPS, 2018), Hlm. 

5 ,” n.d. 
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dan pantai timur. Kawasan pantai barat meliputi Kabupaten Nias, 

Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, 

Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang 

Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota 

Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota Gunungsitoli. Kawasan dataran 

tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, 

Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten 

Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir dan 

Kota Pamatangsiantar. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhan 

batu, Kabupaten Labuhan batu Utara, Kabupaten Labuhan batu Selatan, 

Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, 

Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota 

Tebing Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.  

Luas daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km
2
, 

sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada 

di Pulau Nias, Pulau-Pulau Batu, serta beberapa Pulau kecil, baik di bagian 

barat maupun bagian Timur Pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan luas daerah 

menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, luas daerah terbesar adalah 

Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 km
2
 atau sekitar 8,58 persen dari 

total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 

6.134,00 km
2 

atau 8,40 persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan 

dengan luas 6.030,47 km
2
 atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah 

terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km
2
 atau  
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sekitar 0,04 persen dari total luas wilayah Sumatera Utara. Karena terletak 

dekat garis Khatulistiwa, Provinsi Sumatera Utara tergolong ke dalam 

daerah beriklim tropis. . 

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen 

yang cukup penting peranannya, baik untuk mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila 

dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan 

alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Arah pengelolaan 

pendapatan daerah dilakukan dengan mobilisasi sumber-sumber PAD.  

Perkembangan pendapatan asli daerah yang terjadi di Provinsi 

Sumatera Utara mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 2018, dengan 

melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun  mengalami 

peningkatan dan penurunan dalam pendapatan asli daerah. Sebagaimana 

dapat dilihat pada  gambar IV.1 berikut: 
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Gambar IV.1 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara Tahun 1986-

2018 

 

 

Berdasarkan gambar IV.1  di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli 

Daerah di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari Tahun 1986-1999 dari Rp. 

23 Miliar hingga Rp. 437 Miliar. Kemudian pada Tahun 2000 mengalami 

penurunan yakni sebesar Rp. 255 Miliar Kemudian untuk Tahun selanjutnya 

PAD meningkat kembali dari Tahun 2001-2004 mencapai Rp. 1.143 triliun dan 

menurun pada tahun 2005 sebesar Rp. 1.018 triliun dan pada tahun 2008 

sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Selanjutnya PAD meningkat secara 

terus menerus hingga tahun 2018 sebesar Rp. 5.732 triliun. 

2. Produk Domestik Regional Bruto 

Teori pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai upaya peningkatan 

kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur  
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menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat regional.
39

 

PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang 

diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan 

negara asing
40

. PDRB adalah hasil penjumlahan dari seluruh kegiatan 

perekonomian di suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu tanpa 

memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh 

penduduk daerah tersebut. Perkembangan produk domestik regional bruto 

yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara mulai tahun 1986 sampai dengan 

tahun 2018, dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun  

Sebagaimana dapat dilihat pada  gambar IV.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39

 Rahardjo Adisasmita, , Teori-Teori Pembangunan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Dan 

Pertumbuhan Wilayah (GRAHA ILMU, ) (Yogyakarta:, 2013), h.57. 
40

 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar, (: PT. Raja Grafindo Persada ) (Jakarta, 

2011), h. 35. 
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Gambar IV.2 

Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara Tahun 1986-2018 

 
  

Berdasarkan gambar IV.2 diatas Perkembangan perkembangan PDRB 

yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018 mengalami 

peningkatan yang sangat pesat. Dimana dari tahun 1986 senilai Rp. 26 Miliar 

dan 2018 PDRB mencapai Rp. 741 Miliar. 

Selain PDRB faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah 

adalah pengeluaran pemerintah dimana pemerintah harus memulai terlebih 

dahulu mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, oleh 

karena itu pemerintah hendaknya mampu melaksanakan pembangunan  daerah 

secara merata. 

3. Pengeluaran Pemerintah 

Pengertian pengeluaran pemerintah menurut Sadono Sukirno adalah 

pembelanjaan pemerintah ke atas barang-barang modal, barang konsumsi dan  
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ke atas jasa-jasa. Sedangkan menurut Guritno menjelaskan pengeluaran 

pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah 

menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran 

pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  

Perkembangan pengeluaran pemerintah yang terjadi di Sumatera Utara, 

dengan melihat perbandingan yang terjadi dari tahun ke tahun. Sebagaimana 

dapat dilihat pada grafik IV.3 berikut: 

Gambar IV.3 

Pengeluaran Pemerintah Sumatera Utara Tahun 1986-2018 

 
 

Berdasarkan gambar IV.3 diatas menunjukkan bahwa pengeluaran 

pemerintah mengalami fluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun 1998 pengeluaran 

pemerintah menurun menjadi Rp. 342 juta kemudian meningkat kembali  tahun 

1999 sebesar Rp. 449 juta dan menurun pada tahun 2000. Kemudian meningkat  

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

Pp(juta rupiah)

Column1

Column2



61 
 

 

kembali hingga tahun 2012 mencapai sebesar Rp. 7,6 miliar dan tahun 2013 

menurun sebesar Rp. 7,2 miliar dan untuk tahun selanjutnya terus mengalami 

peningkatan mencapai Rp. 13,8 miliar pada tahun 2018. 

C. Hasil Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Menjelaskan cara penyajian data, dengan tabel biasa maupun 

tabel distribusi frekuensi gambar maupun batang diagram lingkaran, 

pictogram, penjelasan kelompok melalui modus, mean, dan variasi 

kelompok melalui rentang simpang buku. Statistik deskriptif adalah 

gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau 

populasi. 

Tabel IV.4 

Hasil Uji Deskriptif 

 

 PAD PDRB PP 

Mean 2030610.  1728155.  1409684. 

Median 2062709.  1746830.  1383659. 

Maximum 2246940.  1812195.  1644506. 

Minimum 1695300.  1573626.  1213599. 

Std. Dev 165133,1  70787,13  134139,2 

Observations  33  33  33 

Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan tabel IV.4 di atas dapat dilihat bahwa variabel 

pendapatan asli daerah dengan jumlah data (N) sebanyak 33 

mempunyai nilai mean sebesar Rp 2.030.610  dengan nilai minimum 

sebesar Rp 1.695.300 dan nilai maksimum sebesar Rp 2.246.940, 

sedangkan standard deviasi sebesar Rp 165.133,1. Variabel produk 

domestik regional bruto dengan jumlah data (N) sebanyak 33 
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mempunyai nilai mean sebesar 1.728.155 dengan nilai minimum 

sebesar 1.573.626 dengan nilai maksimum sebesar 1.812.195, 

sedangkan standard deviasi sebesar  70.787,13 . Variabel pengeluaran 

pemerintah dengan jumlah data (N) 33 mempunyai nilai mean 

sebesar  1.409.684 dengan nilai minimum sebesar 1.213.599 dengan 

nilai maksimum sebesar 1.644.506. sedangkan standard deviasi 

sebesar  134.139,2  

Jadi kesimpulan secara descriptive bahwa nilai minimum 

produk domestik regional bruto lebih besar dari pengeluaran 

pemerintah, kemudian nilai maximum produk domestik regional bruto 

lebih besar dari pengeluaran pemerintah, selanjutnya nilai rata-rata  

produk domestik regional bruto lebih besar dari pengeluaran 

pemerintah, dan nilai standar deviasi pengeluaran pemerintah lebih 

besar dari produk domestik regional bruto. 

2. Uji Normalitas 

Salah satu asumsi dalam analisis statistika adalah data berdistribusi 

normal. Dalam analisis multivariat, para peneliti menggunakan 

pedoman kalau tiap variabel terdiri atas 30 data, maka data sudah 

berdistribusi normal. Meskipun demikian , untuk menguji dengan lebih 

akurat, diperlukan alat analisis dan eviews menggunakan cara uji 

Jarque-Bera. Keputusan berdistribusi normal atau tidaknya residual 

secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB hitung 

dengan tingkat sifnifikansi 0,05 persen. Apabila nilai probabilitas JB 
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hitung lebih besar dari 0,05 persen maka residual berdistribusi normal, 

dan sebaliknya apabila nilai probabilitas JB lebih kecil dari 0,05 persen 

maka residual tidak berdistribusi normal. 

Tabel IV.5 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Residuals
Sample 1986 2018
Observations 33

Mean      -3.36e-10
Median  -16118.07
Maximum  204516.1
Minimum -115068.2
Std. Dev.   57275.58
Skewness   1.801245
Kurtosis   7.387100

Jarque-Bera  44.30879
Probability  0.000000

 Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan gambar IV.5 di atas, diketahui bahwa nilai Probability 

Jarqeu Bera sebesar 44,30879 jika nilai ini dibandingkan dengan tingkat 

signifikan 0,05 maka  44,30879  > 0,05. Dengan demikian data penelitian 

ini yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Y), Produk Domestik 

Regional Bruto (X1), dan Pengeluaran Pemerintah (X2) dapat dikatakan 

berdistribusi normal.  

3. Uji Linieritas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan Eviews, dengan kriteria dua variabel. 
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Kriteria dalam uji linearitas adalah dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linear bila signifikansi (linearity) lebih kecil dari 0,05  

 

Tabel IV.6 

Hasil Uji Linieritas 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1123797. 266817.9 4.211849 0.0002 

PDRB -0.423674 0.149028 -2.842919 0.0080 

PP 1.162662 0.078644 14.78387 0.0000 

R-squared 

0.879699 

Mean 

dependent var  2030610. 

Adjusted R-

squared 0.871678 

S.D. dependent 

var  165133.1 

S.E. of 

Regression 59153.96 

Akaike info 

criterion  24.90018 

Sum squared 

Resid 1.05E+11 

Schwarz 

Criterion  25.03623 

Log 

Likehood -407.8530 

Hannan-Quinn 

Criter  24.94596 

F-statistic 109.6868 Durbin-Watson   1.115505 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

            Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan tabel IV.6 di atas dapat dilihat bahwa variabel produk 

domestik regional bruto dengan nilai prob hitung < 0,05 atau 0.0080 < 0,05  

sedangkan variabel pengeluaran pemerintah dengan nilai prob hitung < 0,05 

atau 0.0000< 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel produk domestik 

regional bruto dan variabel pengeluaran pemerintah mempunyai hubungan 

yang linier.  

4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik Multikolinearitas, yaitu 

adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model 

regresi. Ada atau tidaknya gangguan multikolinearitas dapat 
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diketahui dari koefisien korelasi masing-masing variabel bebas di 

bawah dari 0,90 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

                Tabel IV.7 

               Hasil Uji Multikolinearitas 
 PDRB PP 

PDRB 1.000000 0,131922 

PP 0,131922 1.000000 

                Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan tabel IV.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel 

produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah (variabel 

independen) tidak terdapat nilai >0,90. Jadi dapat disimpulkan tidak 

terdapat multikolinearitas antar variabel produk domestik regional bruto 

dan pengeluaran pemerintah. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastistas bertujuan untuk meregresikan residual 

kuadrat sebagai variabel dependen ditambah dengan kuadrat variabel 

independen.. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilakukan dengan menggunakan uji white. Hipotesis yang 

digunakan dalam uji ini adalah:  

H0 = Tidak terdapat heteroskedastisitas 

H1= Terdapat heteroskedastisitas 

Pengambilan keputusan dalam uji ini dilihat dari nilai p-value 

dibandingkan dengan nilai alpha. Ketentuan yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 
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p-value> α = H0 diterima 

p-value< α = H0 ditolak 

                  Tabel IV. 8 

                    Hasil Uji  Heteroskedastitas 
        Heteroskedasticity Test: White 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.80E+12 8.11E+11 3.448938 0.0019 

PDRB^2 -2626493. 1021731. -2.570631 0.0160 

PP^2 0.070797 0.247295 0.286288 0.7768 

  Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan hasil tabel IV.8 di atas  nilai probabilitas dari 

kedua variabel lebih besar dari α (alpha) 0,05, dimana produk 

domestik regional bruto sebesar 0.0160 dan pengeluaran pemerintah 

sebesar  0.7768 lebih besar dari 0,05 sehingga diperoleh hasil yaitu 

H0 diterima dan disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokeralasi digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi 

yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi. Dalam penelitian ini uji 

autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (Uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut
41

: 

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka 

hipotesis ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

                                                        
41

 Setiawan dan Dwi Endah Kusrini, , Ekonometrika (: CV Andi Offset, ), (Yogyakarta, 2010), h, 

81. 
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2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis diterima, 

yang berarti tidak terjadi autokorelasi. 

3)  Jika d terletak dL maka du atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. 

Uji autokorelasi menunjukkan korelasi di antara anggota 

rangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang. Hasil 

uji autokorelasi dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

Tabel IV.9 

Hasil Uji Autokorelasi 
R-squared 0.167928 Mean dependent var -3.36E-10 

Adjusted R-squared 0.049061 S.D. dependent var 57275.58 

S.E. of regression 55852.92 Akaike info criterion 24.83756 

Sum squared resid 8.73E+10 Schwarz criterion 25.06430 

Log likelihood -404.8197 Hannan-Quinn criter. 24.91385 

F-statistic 1.412735 Durbin-Watson stat 1.853446 

Prob(F-statistic) 0.255520 
 

 Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan hasil tabel IV.9  di atas diperoleh nilai DW sebesar  

1.853.446 sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 (5%) dan 

jumlah data (n) = 33 dan jumlah variabel (k) = 3  diperoleh nilai dL 

sebesar 1,2576 dan dU sebesar 1,6511 . dimana (4-dU) diperoleh hasil 

sebesar 2,3489 , karena nilai DW =1.853.446  terletak antara dU = 

1,6511 dan (4-dU) = 2,3489, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi. 

5. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda 

Regresi berganda digunakan untuk menguji signifikan ada atau 

tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui koefisien 
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regresinya.
42

 Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai 

dependent variable (Y), juga dapat digunakan untuk mengetahui arah 

dan besarnya pengaruh independent variable (X) terhadap dependent 

variable (Y). 

Tabel IV.10 

Hasil Estimasi Regresi 
Dependent Variable: PAD   

Method: Least Squares   

Date: 06/25/20   Time: 09:41   

Sample: 1986 2018   

Included observations: 33   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

 C 1123797. 266817.9 4.211849 0.0002 

PDRB -0.423674 0.149028 -2.842919 0.0080 

PP 1.162662 0.078644 14.78387 0.0000 

R-squared 

0.879699 

Mean 

dependent var  2030610. 

Adjusted R-

squared 0.871678 

S.D. dependent 

var  165133.1 

S.E. of 

Regression 59153.96 

Akaike info 

criterion  24.90018 

Sum squared 

Resid 1.05E+11 

Schwarz 

Criterion  25.03623 

Log 

Likehood -407.8530 

Hannan-Quinn 

Criter  24.94596 

F-statistic 109.6868 Durbin-Watson  1.115505 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     

Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, maka persamaan 

analisis regresi berganda penelitian ini adalah sebagai berikut. 

PAD = α + β1 PDRB + β2 PP + e 

PAD= 1123797 + -0.423674 PDRB +1.162662 PP + e 

Berdasarkan persamaan regresi berganda di atas dapat diartikan bahwa: 

                                                        
42

 Iqbal Hasan, , Analisis Data Penelitian Dengan Statistik (: PT Bumi Aksara,) (Jakarta, 2004), h, 

107. 
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a. Nilai konstanta sebesar 1123797 artinya jika produk domestik regional 

bruto dan pengeluaran pemerintah bernilai 0, pendapatan asli daerah  

meningkat sebesar Rp 1123797 Miliar. 

b. Nilai koefisien variabel produk domestik regional bruto bernilai 

negative yaitu -0.423674 bernilai negatif artinya bahwa setiap 

penurunan produk domestik regional 1 miliar rupiah dan pengeluaran 

pemerintah dianggap tetap,  maka pendapatan asli daerah menurun 

sebesar Rp -0.42367 miliar. 

c. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah yaitu 1.162662  artinya bahwa 

setiap peningkatan pengeluaran pemerintah Rp. 1 juta maka pendapatan 

asli daerah naik sebesar Rp 1.162662 juta dengan nilai 

1123797+1.162662= 1.123.798,162662 dengan asumsi variabel 

pengeluaran pemerintah dianggap tetap. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dengan 

pendapatan asli daerah. 

6. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) dilakukan untuk mengukur 

tingkat ketepatan atau kecocokan dari regresi linear berganda, yaitu 

merupakan persentase sumbangan variabel bebas terhadap variasi 

naik turunnya variabel terikat. Besarnya persentase sumbangan ini 

disebut Koefisien Detreminasi (R
2
). Yang ukurannya adalah semakin 

tinggi R
2
 maka garis regresi sampel semakin baik juga. Jika R

2
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mendekati 1 maka variabel independen mampu menjelaskan 

perubahan dari variabel dependen. Tetapi jika R
2
 mendekati 0, maka 

variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. 

             Tabel IV.11 

                         Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
R-squared 0.879699 

Adjusted R-squared 0.871678 

S.E. of regression 59153.96 

Sum squared resid 1.05E+11 

Log likehood -407.8530 

F-statistic 109.6868 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil angka Koefisien 

Determinasi (R
2
) sebesar 0.879699. Hal ini menunjukkan bahwa 

pendapatan asli daerah dapat diterangkan oleh variabel produk 

domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah sebesar 87,96 

persen dan sisanya 12,04 persen di pengaruhi oleh variabel lain di 

luar model. 

b. Uji t-test (Uji t) 

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t 

hitung dibandingkan dengan t tabel. Nilai t tabel diperoleh dengan 

menggunakan tabel t pada taraf signifikan (α) 0,05 dengan rumus 

df= n-k, n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah banyaknya 

variabel dalam regresi termasuk variabel tak bebas. Dalam penelitian 

ini n berjumlah 33 dan k berjumlah 3, sehingga df yang diperoleh 30 

pada taraf signifikan  (α) 0,05, nilai t tabel sebesar 1, 69726. Kriteria 

ujinya adalah sebagai berikut: 
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t hitung  > t tabel = H 0 ditolak Ha diterima 

-t hitung < - t tabel = H0 ditolak Ha diterima 

-t tabel < t hitung < t tabel = H0 diterima Ha ditolak 

              Tabel IV.12 

               Hasil Uji t 
Variable         Coefficient          Std. Error        t-Statistic             Prob. 

C 1123797. 266817.9 4.211849 0.0002 

PDRB -0.423674 0.149028 -2.842919 0.0080 

PP 1.162662 0.078644 14.78387 0.0000 

Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan tabel di atas hasil uji hipotesis di atas, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli 

daerah 

Berdasarkan hasil uji t di atas hasil nilai produk domestik regional 

bruto diperoleh sebesar -2.842919. Sehingga t tabel (1, 69726)  > t 

hitung (1, 69726) maka H1 diterima artinya bahwa produk domestik 

regional bruto berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. 

2) Pengaruh pengeluaran pemerintah 

Berdasarkan hasil uji t di atas nilai pengeluaran pemerintah diperoleh 

sebesar 14.78387 sehingga t tabel (1, 69726) < t hitung (14.78387) > t 

tabel (1, 69726) maka H0  ditolak dan H2 diterima artinya bahwa 

pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah. 

c. Uji Simultan (F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 
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H0 : Tidak terdapat pengaruh produk domestik regional bruto dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di 

Provinsi Sumatera Utara  periode 1986-2018. 

Ha : Terdapat pengaruh pengaruh produk domestik regional bruto 

dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah 

di Provinsi Sumatera periode 1986-2018. 

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai 

Fhitung dengan nilai Ftabel. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 

0,05 derajat pembilang (dk1) dihitung menggunakan rumus k-1, 

dimana n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah jumlah 

seluruh variabel. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini 

berjumlah 33 dan jumlah variabel adalah 3, maka dk1 adalah 2 dan 

dk2 adalah 30. Nilai F tabel yang diperoleh adalah 3,32, ketentuan 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

F-hitung > Ftabel = H0 ditolak 

F-hitung < Ftabel = H0 diterima 

 

                       Tabel IV.13 

                       Hasil Uji F 
F-statistic 109.6868 

Prob (F-statitic) 0.000000 

         Sumber data: Hasil Pengolahan Data,2020 

Berdasarkan tabel IV.13 di atas dapat dilihat bahwa hasil 

uji F di atas, diperoleh nilai Fhitung sebesar 109.6868> 3,32 dan H0 

ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel produk 

domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah berpengaruh 
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secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli daerah di 

Provinsi Sumatera Utara. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini berjudul Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 

dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018. Dari hasil analisis data yang 

dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan bantuan program 

Eviews versi 9.  

Hasil analisis regresi linear berganda diketahui nilai konstanta 

dalam persamaan penelitian ini adalah 1.123.797 artinya bahwa produk 

domestik regional bruto (X1) dan pengeluaran pemerintah (X2) bernilai 0 

maka pendapatan asli daerah meningkat  sebesar Rp. 1.123.797 miliar. 

Nilai koefisisen variabel produk domestik regional bruto -0.423.674  

artinya  bahwa setiap penurunan produk domestik regional bruto 1 miliar 

rupiah maka pendapatan asli daerah menurun sebesar Rp -0.423.674 

milyar, dengan asumsi produk domestik regional bruto dianggap tetap. 

Koefisien pada regresi produk domestik regional bruto sebesar -0.423.674  

bernilai negative artinya jika menurun 1 juta rupiah, maka pendapatan asli 

daerah mengalami penurunan sebesar -0.423.674 juta, dengan asumsi 

variabel lain dianggap tetap.  

Hasil koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,894985. Hal ini berarti 

bahwa variansi variabel pendapatan asli daerah secara bersama-sama 

dapat dijelaskan oleh produk domestik regional bruto dan pengeluaran 
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pemerintah sebesar 89,49 persen sedangkan 10,51 persen sisanya 

dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. 

Selanjutnya hasil interpretasi dari hasil regresi tersebut terhadap 

signifikansi masing-masing variabel yang diteliti dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Pengaruh produk domestik regional bruto terhadap pendapatan asli 

daerah 

Berdasarkan hasil uji t di atas hasil nilai produk domestik regional 

bruto diperoleh sebesar -2.842.919. Sehingga t tabel (1, 69726)  > t hitung 

(1, 69726) maka H1 diterima artinya bahwa produk domestik regional 

bruto  berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil 

penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukan oleh chakim 

dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan  Asli Daerah (PAD)” yang menyatakan 

bahwa dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan 

daerah (PAD) untuk membiayai program-program pembangunan 

Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah 

kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitasnya. 

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari yang berjudul “ Pengaruh 

variabel makro terhadap penerimaan pendapatan asli daerah periode 
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2003-2007 di kabupaten karangayar” yang menyatakan bahwa PDRB 

berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. 

b. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah 

Berdasarkan hasil uji t di atas nilai pengeluaran pemerintah 

diperoleh sebesar 14.78387 sehingga t tabel (1, 69726) < t hitung 

(14.78387) > t tabel (1,69726) maka H2 diterima artinya bahwa 

pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pendapatan asli 

daerah.  Hasil penelitian ini didukung oleh teori Arief Eka Atmaja 

dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Pendapatan  Asli Daerah (PAD)” menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan publik menunjang kegiatan  ekonomi dalam hal ini 

pemerintah menetapkan pajak dan retribusi yang akan menambah 

PAD. 

Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh  Indahsari yang berjudul “Pengaruh investasi, pengeluaran 

pemerintah, jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah 

kabupaten/kota di provinsi jawa timur 2016-2017” yang menyatakan 

bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah. 
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c. Pengaruh produk domestik regional bruto dan pengeluaran pemerintah 

terhadap pendapatan asli daerah 

Hasil uji yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 109.6868> 3,32 dan H3 diterima sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel produk domestik regional bruto dan pengeluaran 

pemerintah berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap 

pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini 

didukung oleh teori Harry A.P Satianapessy  yang menyatakan bahwa 

pengeluaran pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap PDRB dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap 

PAD. 

Hasil ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Eni Erviana yang berjudul “Analisi pengaruh pengeluaran pemerintah 

dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung 

tahun 2006-2015 dalam perspektif  ekonomi islam” yang menyatakan 

bahwa variabel pengeluaran pemerintah dan PDRB berpengaruh secara 

simultan terhadap PAD. 

E. Keterbatasan Penelitian 

   Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-

langkah yang sesuai dengan panduan yang diberikan Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan agar memperoleh hasil yang sebaik mungkin. 

Namun dalam proses penelitian yang dilakukan, untuk mendapatkan hasil 
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yang sempurna sangatlah sulit. Terdapat beberapa keterbatasan peneliti 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel bebas yang digunakan hanya dua, sehingga kurang maksimal 

dalam menjelaskan variabel terikat. 

2. Data yang digunakan terbatas yaitu hanya 33 data time series. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumya mengenai pengaruh produk domestik regional bruto dan 

pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah dengan megunakan 

metode analisis yang digunakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil uji persial (uji-t) menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018. 

2. Hasil uji persial (uji-t) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah 

berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 

Sumatera Utara tahun 1986-2018. 

3. Berdasarkan uji F pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pengeluaran pemerintah 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap pendapatan asli 

daerah di  Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-2018. 
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B. Saran 

  Adapun  saran yang bisa diberikan setelah melakukan penelitian ini adalah:  

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pengaruh rasio yang 

sudah dimuat dalam penelitian ini agar menambahkan variabel-variabel lain 

yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah misalnya, Inflasi dan 

jumlah penduduk. 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti rasio yang sama agar 

memperbanyak data penelitian dan gunakan data tahun terbaru.  

3. Bagi pemerintah daerah, khususnya BPS Provinsi Sumatera Utara bahwa 

PDRB dan pengeluaran pemerintah yang dilakukan oleh  provinsi Sumatera 

Utara sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah 

provinsi Sumatera Utara. Namun pemerintah perlu melakukan pengawasan 

dan pembinaan serta perlu aktif dalam sosialisasi akan pentingnya 

membayar pajak dan retribusi. 
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Data Tentang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-

2018 

Tahun Pendapatan Asli Daerah 

(Milyar Rupiah) 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
 

23,046,000 
 

56,724,000 
 

72,116,000 
 

80,692,000 
 

90,572,000 
 

97,089,000 
 

114,284,000 
 

131,478,000 
 

153,349,000 
 

156,515,000 
 

187,738,000 
 

255,078,000 
 

396,469,000 
 

437,075,000 
 

255,100,000 
 

423,100,000 
 

614,400,000 
 

908,300,000 
 

1,143,100,000 
 

1,018,000,000 
 

1,368,200,000 
 

1,503,000,000 
 

2,181,300,000 
 

2,016,070,000 
 

2,226,500,000 
 

3,181,890,000 
 

4,052,100,000 
 

4,809,370,000 
 

3.449.002,150 
 

4,089,547,297 
 

4,541,639,863 
 

                   4,925,627,725 

                   5,732,425,486 
 

 
 
 



 

 

Data Tentang Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara 

tahun 1986-2018 

Tahun 

 

PDRB 

(Milyar Rupiah) 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
 

26.665,40 

30.336,26 

33.761,16 

36.369,44 

38.582,28 

40.370,43 

44.791,37 

51.291,83 

57.430,76 

59.679,06 

62.807,52 

70.007,74 

64.411,61 

64.330,88 

68.260,77 

78.501,35 

88.117,50 

96.233,39 

118.100,51 

139.618,31 

160.376,80 

181.819,74 

213.931,70 

236.353,62 

275.056,51 

377.037,10 

417.120,44 

469.464,02 

521.954,95 

571.722,01 

626.063,00 

684.634,00 
 

741.756,00 
  

 
 
 



 

 

Data Tentang Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 1986-

2018 

Tahun Pengeluaran Pemerintah 

(Juta Rupiah) 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 
 

186.463. 

205.200. 

290.355. 

267.150. 

313.900. 

336.900. 

383.200. 

458.700. 

515.600. 

584.000. 

660.800. 

771.000. 

342.600. 

449.000. 

416.800. 

916.200. 

1.021.300. 

1.352.000. 

1.501.500. 

1.830.600. 

2.184.600. 

2.560.700. 

2.967.300. 

3.444.400. 

3.666.700. 

4.611.470. 

7.633.630. 

7.260.470. 

7.808.560. 

7.959.170. 

9.476.420. 

13,034,680 

13,867,539 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Mean  2030610.  1728155.  1409684. 

 Median  2062709.  1746830.  1383659. 

 Maximum  2246940.  1812195.  1644506. 

 Minimum  1695300.  1573626.  1213599. 

 Std. Dev.  165133.1  70787.13  134139.2 

 Skewness -0.233412 -0.780772  0.282220 

 Kurtosis  1.740106  2.427604  1.732480 

    

 Jarque-Bera  2.482230  3.803332  2.647152 

 Probability  0.289062  0.149320  0.266182 

    

 Sum  67010120  57029125  46519577 

 Sum Sq. Dev.  8.73E+11  1.60E+11  5.76E+11 

    

 Observations  33  33  33 
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Series: Residuals
Sample 1986 2018
Observations 33

Mean      -3.36e-10
Median  -16118.07
Maximum  204516.1
Minimum -115068.2
Std. Dev.   57275.58
Skewness   1.801245
Kurtosis   7.387100

Jarque-Bera  44.30879
Probability  0.000000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

             PDRB                         PP 

PDRB 1.000000 0,131922 

PP 0,131922 1.000000 

 
 
 
 
 
 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 4.336808     Prob. F(5,27) 0.0050 

Obs*R-squared 14.69831     Prob. Chi-Square(5) 0.0117 

Scaled explained SS 38.79322     Prob. Chi-Square(5) 0.0000 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 08/09/20   Time: 07:47   

Sample: 1986 2018   

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.80E+12 8.11E+11 3.448938 0.0019 

PDRB^2 0.644658 0.452583 1.424398 0.1658 

PDRB*PP 0.285955 0.560858 0.509852 0.6143 

PDRB -2626493. 1021731. -2.570631 0.0160 

PP^2 0.070797 0.247295 0.286288 0.7768 

PP -724648.9 433556.9 -1.671404 0.1062 
     
     R-squared 0.445403     Mean dependent var 3.18E+09 

Adjusted R-squared 0.342700     S.D. dependent var 8.16E+09 

S.E. of regression 6.62E+09     Akaike info criterion 48.22725 

Sum squared resid 1.18E+21     Schwarz criterion 48.49935 

Log likelihood -789.7497     Hannan-Quinn criter. 48.31881 

F-statistic 4.336808     Durbin-Watson stat 1.206093 

Prob(F-statistic) 0.005021    
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dependent Variable: PAD   

Method: Least Squares   

Date: 08/09/20   Time: 07:38   

Sample: 1986 2018   

Included observations: 33   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1123797. 266817.9 4.211849 0.0002 

PDRB -0.423674 0.149028 -2.842919 0.0080 

PP 1.162662 0.078644 14.78387 0.0000 
     
     R-squared 0.879699     Mean dependent var 2030610. 

Adjusted R-squared 0.871678     S.D. dependent var 165133.1 

S.E. of regression 59153.96     Akaike info criterion 24.90018 

Sum squared resid 1.05E+11     Schwarz criterion 25.03623 

Log likelihood -407.8530     Hannan-Quinn criter. 24.94596 

F-statistic 109.6868     Durbin-Watson stat 1.115505 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


